OHARMDTTAMS SATYA PRAIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 1989
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
"TINGKAT I SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1989 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAFRAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT If SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Semarang Nomor 5 Tahun 1989 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Semarang, khususnya
Pasal 17 ayat (2) sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan, berhubung meningkatnya biaya pela- .
yanan kesehatan dewasa ini ;

. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas,

dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah
Kabupaten daerah Tingkat II Semarang Nomor 5
Tabun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Semarang. ’

Mengingat ...........



Mengingat
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1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ientang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor - 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah jis. Undang-undang
Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas
Wilayah Kotapraja Salatiga dan daerah Swatantra
Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah No. .
16 Tahun 1976 tentang Perliasan Kotamadya Daerah
Tingkat I Semarang ; ‘

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan

_ Rakyat Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 160-1322 tentang Perubahan atas Peraturan

 Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang

. Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah ;

4. Peraturan ‘Daerah Kabupaten Daerah -Tingkat I
Semarang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah’
Tingkat II Semarang. .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Semarang.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT I SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT 1T SEMARANG NOMOR 5
TAHUN 1989 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG.
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Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5
Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Semarang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 April 1989 Nomor 188.3/104/
1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Kabupaten. Daerah
Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1989 Seri D, diubah sebagai
berikut : : .

- Pasal 17 ayat (2) diubah dan dibaca :

Kepada Xetua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diberikan beaya kesehatan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh
ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
- Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 11 September 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH .

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT T SEMARANG
TINGKAT Tf SEMARANG
KETU A,
Cap ttd, ' Cap ted.
SOEPARBO ' Ds. HARTOMO

Disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 28-10-1989 Nomor : 188.3/338/1989

Diundangké.n dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang tanggal 20-11-1989 Nomor : 10 Tahun 1989 Seri D.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAWDAERAH

Cap ttd

Drs. DJOKO_DWIANGGONO §.
NIP. 500031834
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